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PUTUSAN
Nomor 46/Pdt.G/2023/PA.K.Kps
PSSt |
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:
PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer
Guru, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, sebagai
Pemohon;
melawan
TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak
Bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 30 Januari 2023
yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala
Kapuas dengan nomor 46/Pdt.G/2023/PA.K.Kps tanggal hari itu juga telah
mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 2021, Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kapuas,
sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal
2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah kediaman bersama selama 1 bulan dan sudah di karuniai seorang

anak yang bernama ANAK, Kuala Kapuas, 21 Maret 2022;
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3. Bahwa sejak 30 Desember 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
a. Termohon tidak menjalankan kewajibannya selayaknya suami
istri, hal ini membuat Pemohon kecewa atas sikap Termohon;
b. Pemohon dan keluarga Termohon terjadi perselisihan, hal ini
membuat hubungan Pemohon dan keluarga Termohon menjadi
renggang dan tidak harmonis, sebab antara Pemohon dan Termohon
sering berpisah rumah, karena Termohon keras kepala tidak ingin
serumah dengan Pemohon, Pemohon juga tetap tinggal di rumah
kediaman Pemohon;
4. Bahwa, puncaknya pada Januari 2022 terjadi pertengkaran masalah
yang sama kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman
bersama hingga saat ini tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami
istri;
5. Bahwa dari pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan
Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon
untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;
Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Kuala Kapuas memeriksa dan mengadili perkara ini dengan
memanggil Pemohon dengan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan
yang amarnya berbunyi:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas
setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
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Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon, agar jangan
bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena
Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup
untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon
yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan
tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon memang dilandasi karena

paksaan oleh keluarga Termohon akibat Termohon telah hamil karena

berhubungan badan dengan Pemohon di luar pernikahan;

- Bahwa meskipun Pemohon dipaksa oleh keluarga Termohon untuk

menikahi Termohon, Pemohon juga berkeinginan untuk menikahi Termohon

atas dasar keinginan bertanggungjawab akibat perbuatan Pemohon yang
menghamili Termohon;

- Bahwa sebelum pernikahan Pemohon dan Termohon, sudah ada

kesepakatan untuk mengakhiri pernikahan tersebut setelah Termohon

melahirkan;

- Bahwa setelah pernikahan dilangsungkan, keluarga Termohon langsung

menyatakan agar Pemohon dan Termohon langsung berpisah, sehingga

Pemohon dan Termohon belum pernah kumpul tinggal bersama setelah

pernikahan dilangsungkan;
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Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di
persidangan, maka jawaban Termohon tidak dapat didengarkan;
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan
alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :
1. Bukti Surat.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kabupaten Kapuas,
Nomor XX, tertanggal 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (P), dan diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Bukti Saksi.
Saksi 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh
Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi
adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon memang
dilangsungkan dalam keadaan terpaksa karena Termohon sudah dalam
keadaan hamil akibat berhubungan badan dengan Pemohon sebelum
menikah;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon memang dipaksa oleh keluarga
Termohon untuk bertanggungjawab karena telah menghamili Termohon
dengan cara menikahi Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak sepenuhnya terpaksa untuk
menikahi Termohon, karena Pemohon juga memiliki keinginan untuk
bertanggungjawab terhadap kehamilan Termohon dengan cara menikahi
Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian atau tidak
antara Pemohon dan keluarga Termohon sebelum pernikahan tersebut
mengenai jangka waktu pernikahan Pemohon dan Termohon;
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- Bahwa setahu Saksi, sejak awal pernikahan Pemohon dan
Termohon memang tidak pernah berkumpul bersama;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon masih sering berkunjung ke
kediaman Termohon sekedar untuk menjenguk anaknya, tapi tidak
menginap untuk tinggal bersama Termohon lagi;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon belum pernah
diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga kedua belah pihak;
Saksi 2, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tukang
Becak, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi
adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak;
- Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon memang
dilangsungkan dalam keadaan terpaksa karena Termohon sudah dalam
keadaan hamil akibat berhubungan badan dengan Pemohon sebelum
menikah;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon memang dipaksa oleh keluarga
Termohon untuk bertanggungjawab karena telah menghamili Termohon
dengan cara menikahi Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak sepenuhnya terpaksa untuk
menikahi Termohon, karena Pemohon juga memiliki keinginan untuk
bertanggungjawab terhadap kehamilan Termohon dengan cara menikahi
Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian atau tidak
antara Pemohon dan keluarga Termohon sebelum pernikahan tersebut
mengenai jangka waktu pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, sejak awal pernikahan Pemohon dan

Termohon memang tidak pernah berkumpul bersama;
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- Bahwa setahu Saksi, Pemohon masih sering berkunjung ke
kediaman Termohon sekedar untuk menjenguk anaknya, tapi tidak
menginap untuk tinggal bersama Termohon lagi;

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Termohon belum pernah
diupayakan untuk rukun kembali oleh keluarga kedua belah pihak.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulannya secara lisan yang
pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal
sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.bg jo. Pasal 31
ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat
(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum
Islam Tahun 1991, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk
mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di muka sidang tanpa
alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka
Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga
berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, permohonan Pemohon tersebut harus
diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, sebagaimana tercantum dalam kitab
Ahkamul Qur'an juz Il halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat
Hakim berbunyi :

969w pld pualiall PS> o oS> (Wl (525 o
J 5> Y plls

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim tetapi tidak menghadap

di muka sidang, maka ia termasuk orang yang abai dan gugurlah haknya”;
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Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang hadir
sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana
Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin
menjatuhkan talak adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak
harmonis lagi sejak tanggal 30 Desember 2021 yang disebabkan karena
Termohon tidak menjalankan kewajibannya selayaknya suami istri, antara
Pemohon dan keluarga Termohon juga terjadi perselisihan, selain itu Termohon
keras kepala tidak ingin serumah dengan Pemohon sehingga Pemohon tetap
tinggal di rumah kediaman Pemohon, Termohon kemudian pergi meninggalkan
Pemohon pada bulan Januari 2022 dan antara Pemohon dan Termohon sudah
tidak pernah lagi kembali bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang
beralasan dan berdasarkan hukum, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan
perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi
Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta
autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (hazegelen) dan sesuai dengan
aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut
menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal
2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti
P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan bahwa
Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal
2021, sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
SAKSI 1 dan SAKSI 2, semuanya telah memberikan keterangan sebagaimana
diuraikan dalam duduk perkara;
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Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, keterangan
kedua saksi tersebut sesuai dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon,
maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil
pembuktian sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan
keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang
disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada

tanggal 2021 dan telah memiliki 1 (satu) orang anak;

- Bahwa telah ternyata pernikahan Pemohon dan Termohon dilandasi rasa

keterpaksaan akibat Termohon dalam keadaan hamil di luar nikah karena

telah berhubungan badan dengan Pemohon;

- Bahwa teah ternyata Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul

bersama satu rumah setelah menikah pada tanggal 23 Desember 2021

hingga sekarang.

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria
dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah
tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai
dengan Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa
antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di antara
alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Hakim menilai
bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dibangun atas
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landasan mu’asyarah bil ma’ruf (hubungan yang baik) sebagaimana amanat
pasal 33 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 77
Kompilasi Hukum Islam, hal mana pernikahan Pemohon dan Termohon
dilandasi rasa keterpaksaan akibat Termohon hamil di luar nikah karena
perbuatan Pemohon, serta antara Pemohon dan Termohon tidak pernah
kumpul bersama dalam satu rumah setelah pernikahan pada tanggal 23
Desember 2021 hingga sekarang atau selama 1 (satu) tahun, maka Hakim
berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti retak,
sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor: 379.K/AG/1995
tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa “Suami isteri yang tidak
berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali,
maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang antara kedua
belah pihak sudah berpisah kediaman akan sulit untuk mewujudkan rumah
tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang, justru sebaliknya akan
menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal
mana telah sesuai dengan pendapat Dr. ‘Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam
Kitab Madaa Hurriyah az- Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari’ah al-Islaamiyyah,

Juz |, halaman 83, yang telah diambil alih oleh Majelis, yang menyatakan:

o)y a2 g il sl o daiai > Gl pllai pMawd! sl 284
oo 8900 Tloill ddasl) quai cuzs o Vs uai lgd raiy ax
ozl gz el ol Lle oSz of olize HLeiwdl Y zoue

alasdl g, oLl 1329 25all

Artinya: “Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga
mengalami ketegangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi
nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara
suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin
akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap

mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan
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menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan
ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan.”

Menimbang, bahwa secara filosofis, mempertahankan perkawinan harus
selalu dilakukan termasuk dengan memperketat prosedur perceraian, karena
‘perkara halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian’, namun dalam hal
mempertahankan perkawinan hanya akan menimbulkan kemudharatan, maka
Hakim menilai perceraian adalah solusi terbaik bagi rumah tangga Pemohon
dan Termohon, hal mana perceraian tidak hanya dipahami untuk memutus
hubungan suami-istri antara Pemohon dan Termohon, namun juga untuk
melindungi hak-hak Pemohon dan Termohon, yang harus didahulukan, sesuai
dengan I'tibar dalam kitab al-Mughni, juz X, halaman 323, yang diambil alih

menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:
or JB wows Loy, awls Bl lex oo alls b uslly
el 15,20 1509 1Giamo Bauio Ul clay ypand (uzg ]
dogazlly 6 uina)l som go 8ol puwzg (siSally aaaill zo il
Josi) TSl Jij o g3 s (uiaidls 165ls b o aaslal]
aio dlo =] 8 auasll
Artinya:  “lbrah yang menunjukkan kebolehan cerai adalah hubungan antara
suami-istri sudah tidak harmonis, sedangkan mempertahankan
perkawinan akan menimbulkan kemafsadatan dan kerugian, baik
dalam bentuk pembebanan nafkah dan maskan atas suami,
pengekangan istri dengan perlakuan yang tidak baik, dan
perselisihan terus menerus yang tidak berguna, maka berlaku
ketentuan untuk memutuskan perkawinan, untuk menghindari
kemafsadatan akibat hubungan yang tidak harmonis tersebut.”

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengemukakan dalil dalam Al-Qur’an

surah Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

oule grow alll olo GMall lgs e Olg

Artinya :“Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak,

maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi
ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19
huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan
memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap
Termohon;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan oleh
Hakim dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar
talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas,
maka Kutipan Akta Nikah dari masing-masing Pemohon dan Termohon
selanjutnya ditarik;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i

terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kuala Kapuas;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada
hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25
Rajab 1444 Hijriah oleh Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Pemeriksa
Perkara, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh H. Muslim Arsyad, S.Ag.
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon.
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Hakim,

Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

H. Muslim Arsyad, S.Ag.
Perincian biaya :

- PNBP :Rp 70.000,00
- Biaya Proses :Rp 75.000,00
Biaya Panggilan :Rp 300.000,00
- Biaya PBT :Rp 100.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah :Rp 555.000,00

(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah).
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